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ABSTRAK 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita yang di dalamnya diharapkan adanya rasa sakinah, 

mawaddah, dan rohmah. Namun angka perceraian masih banyak 

terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk 

mengatasi konflik perkawinan. Masa pandemi saat ini, mediasi yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak selalu dihadiri 

oleh kedua belah pihak secara langsung, adakala pihak diwakili oleh 

kuasanya untuk menghadiri mediasi (mediasi dilakukan secara 

virtual). Realitasnya pemberlakuan mediasi secara virtual dimasa 

pandemi ini kurang efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari 

belum adanya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi 

virtual. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, 

bagaimana penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan yang kedua 

bagaiamana penerapan mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan untuk mengetahui penerapan 

mediasi virtual dalam perkara perceraian. Penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Perihal metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Lokasi yang 

diambil yaitu di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Adapun metode 

analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui secara jelas 

penerapan yang dilakukan mediasi secara virtual di masa pandemi di 

Pengadilan Agama Gedong Tataan dan secara perspektif maslahat. 

Yang mana dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok 

(agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). 

      Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa perceraian pada 

saat ini  meningkat. Banyaknya rumah tangga yang tidak rukun lagi 

membuat suami dan istri memilih bercerai. Penerapan mediasi yang 

dilakukan secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan belum 

cukup baik namun mediasi secara virtual dirasa kurang efektif dalam 

menyelesaikan masalah perceraian. Faktor yang menyebab mediasi 

virtual dilakukan karena Tergugat atau Penggugat berada di daerah 

jauh yang tidak memungkinkan untuk dapat hadir ke pengadilan 

karena pandemi sehingga mediasi dilaksanakan virtual. Diharapkan 

agar penelitian ini diberikan sebagai kontribusi dalam rangka 
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memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan 

referensi bagi masyarakat sekitar Pengadilan Agama Gedong Tataan 

Kelas II. Fasilitas dan sarana mediasi masih kurang memadai baik dari 

segi jaringan dan maupun fasilitas penunjang lainnya. Pada praktiknya 

mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan menggunakan Perma 

No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Mahkamah 

Agung juga sudah dengan sangat bijak  mengeluarkan SEMA 1 tahun 

2020 yang salah satunya mengatur sistem persidangan secara online, 

SEMA 1 tahun 2020 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu 

pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.Penerapan 

mediasi secara virtual persfektif maslahat sudah sesuai, dalam hal ini 

maslahat membantu bagi para pihak dalam berperkara dalam 

memberikan perdamaian dan menghindari kemudharatan. 
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MOTTO 

 

هَ لَعَلمكُمْ تُ رْحََُوْنَ  اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ فاََصْلِحُوْا بَ يَْْ اَخَوَيْكُمْ وَات مقُوا اللّّٰ  اِنَّم
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 

(QS. Al-Hujurat :10) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul  

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar 

tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka peneliti 

akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat 

dalam skripsi yang berjudul: “Penerapan Mediasi Perkara 

Perceraian Secara Virtual Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat 

(Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II )”, sebagai 

berikut:  

1. Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai 

dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan 

penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang 

mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang 

bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya 

besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh 

kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) 

berperan sebagai pendamping dan penasihat.Sebagai salah satu 

mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di 

banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus 

konflik.
1
 

2. Virtual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

memiliki tiga arti atau makna. Pertama disebut secara nyata. 

Kedua adalah mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang 

dijelaskan. Ketiga diartikan tampil atau hadir dengan 

menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet.
2
 

                                                             
1 Priatna Abdurrahsyid , Arbitrase dan mediasi di Indonesia (Bandung: PT. 

Alfabeta, 2004), 135. 
2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, “virtual” 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual, diakses pada 27 Juli 2021. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual
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3. Menurut Affandi Perkara adalah pihak yang diajukan ke 

Pengadilan baik itu ada persengketaan atau perselisihan maupun 

tidak ada sengketa atau perselisihan.
3
 

4. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, 

perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah 

perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak 

terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami 

maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian 

selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.
4
 

5. Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara 

serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. 

Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh 

negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. 

Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya 

terjadi, penyakir ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi 

suatu daerah geografis tertentu.
5
  

6. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kata perspektif 

berarti pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai  

wujud  yang  bergerak, pandangan dinamis.
6
 

7. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan 

bahwa kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, 

kepentingan.
7
 

Mediasi perkara perceraian diperuntukkan dalam penyelesaian 

konflik atau sengketa dalam rumah tangga yang dapat 

dipergunakan untuk meminimalisir konflik antara kedua belah 

pihak baik Penggugat/ Pemohon maupun Tergugat/ Termohon. 

Seyogyanya mediasi dilakukan secara langsung dalam satu tempat 

yang sama dan dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat/ 

                                                             
3 Affandi, Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di 

Pengadilan Agama (Malang: Strata Press, 2009), 58. 
4 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Azis Safioedin., Hukum Orang dan Keluarga 

(Bandung: Alumni, 1986),109. 
5 Agus Purwanto, ddk, “Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 

terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”,( Indonesia: Universitas 

Pelita Harapan, 2020), 5. 
6 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 

56. 
7 Ibid., 106. 
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Pemohon dan Tergugat/ Termohon). Namun Indonesia saat ini 

sedang mengalami masa pandemi Covid-19 yang belum kunjung 

mereda. Demi melaksanakan pelayanan yang prima dan 

bermaslahat, Pengadilan Agama memberikan keringanan bagi para 

pencari keadilan yang sedang berada di wilayah yang 

memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau saat ini 

disebut dengan istilah PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan 

masyarakat) ataupun sedang berada di wilayah luar Negara 

Republik Indonesia untuk dapat melakukan mediasi secara virtual.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang 

dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk 

mengungkap dan menganalisis penerapan mediasi perkara 

perceraian yang dilakukan secara secara virtual di masa pandemi 

perspektif maslahat. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran 

untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari 

perselisihan yang dapat menimbulkan suasana yang kurang 

nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam 

keluarga.
8
 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita yang di dalamnya diharapkan adanya rasa 

sakinah, mawaddah, dan rohmah. Demi mencapai hal tersebut 

diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami 

kepentingan kedua belah pihak, terutama terkait dengan hak dan 

kewajiban. Perselisihan dan konflik atau dapat menimbulkan 

dampak pertengkaran bahkan dapat menyebabkan terjadinya 

perceraian.
9
  

Pada saat sekarang ini sudah banyak sekali perkara perkawinan 

(perceraian)  yang masuk dalam pengadilan agama. Dalam hal ini 

seorang istri menggugat suami karena masalah yang dihadapi 

dalam rumah tangganya. Begitu juga sebaliknya suami mentalak 

                                                             
8 Asli Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga., (Jakarta: Amzah, 2012), 299. 
9 Armansyah Matondang, “ Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian 

dalam perkawinan: dalam Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik ”, (Medan: Universitas 

Medan), Volume 2/Februari 2014, 143. 
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istrinya karena berbagai masalah yang dihadapi dalam rumah 

tangganya. Sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, oleh 

karena itu pihak-pihak yang terkait menyelesaikan perkara rumah 

tangganya ke pengadilan agama guna untuk menemukan keadilan 

bagi keduanya. 

Perceraian merupakan pisah atau berpisahnya antara laki-laki 

dan perempuan yang menimbulkan hilangnya hubungan suami dan 

istri.
10

 Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT 

karena dapat memutus tali silaturahmi suami dan istri, 

sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 19: 

                              

                   

                    

               

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi 

perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 

telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan 

perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka 

menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, 

padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (An 

Nisa‟19)11
 

Dalam hal ini allah menyuruh bersabar karena sesuatu yang 

kamu tidak sukai boleh jadi sesuatu yang baik bagimu. Dalam 

hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud bahwasannya Rasulullah 

SAW bersabda: 

 

                                                             
10 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Penerbit 

Alumni, 19992), 92. 

      11 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya …, 80 
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  أبَْ غَضُ الَْحَلََلِ عِنْدَ الَلَّهِ الَطَّلََقُ 
Artinya: “Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah 

talak”.(HR.Ibnu Majah dan Abu Dawud)
12

 

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan 

bahwasannya perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT. 

Perceraian boleh dilakukan apabila usaha perdamaian antara suami 

istri yang berperkara tidak lagi menghasilkan kebaikan dan 

perceraian dianggap mengandung kemudaratan.
13

  

Salah satu perkara yang membutuhkan mediasi adalah perkara 

perceraian. Bagi umat muslim, perceraian dilakukan di Pengadilan 

Agama. Dalam hal ni di jelaskan pada Qs. An-Nisa ayat 35; 

                           

                                

“Dan jika kamu khawatirkan ada perperkaraan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakim dari keluarga perempuan.jika kedua orang hakim itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal”. (An-Nisa‟ 35)14 

 

Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan, bahwa jika kamu 

khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, 

maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga 

perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua 

hakim itu dikirim seorang yang berwajib untuk menyelesaikan 

masalah baik suami istri, atau  keluarga suami istri. 

Mediasi dalam hukum Islam atau perdamaian dikenal dengan 

Al-Islah yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan 

                                                             
12 Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy‟ats al-Sajistany, Sunan Abu Dawud, Juz II, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 142.  
13 Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Yang 

Harmonis : Humaniora,”  Vol. 4 No. 2, Oktober (2013), 1143. 
14 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya …, 84 
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menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan 

perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk 

berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik 

berperilaku sebagai orang suci.
15

 Hal ini juga di terangkan sebagai 

dalil mediasi dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 :  

هَ لَعَلمكُمْ تُ رْحََُوْنَ  اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ فاََصْلِحُوْا بَ يَْْ اَخَوَيْكُمْ وَات مقُوا اللّّٰ  اِنَّم
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena 

itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) 

dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat 

rahmat.”( Al Hujurah‟ 10)16 

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “Ash 

Shul-hu” secara harfiyah mengandung pengertian “memutus 

pertengkaran”. Dalam pengertian syari‟at dirumuskan sebagai 

berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri 

perlawanan (perselisihan).
17

  

Mengupayakan perdamaian bagi setiap muslim yang sedang 

mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah, 

namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, 

perdamaian harus karena kesepakatan para pihak. 

Shulhu (perdamaian) adalah perjanjian untuk saling 

menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-

sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.
18

 

Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan 

memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Oleh karenanya 

Islam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa alternatif diluar 

pengadilan, diantaranya konsep ash-shulh, al-ibrâ‟, al-ishlâh, al-

tahkîm, dan al-„afw. Shulh merupakan akad atau perjanjian 

perdamaian yang langsung dilaksanakan oleh para pihak tanpa 

melibatkan hakam (wasit) sebagai penengah; ibrâ‟ adalah 

                                                             
15 Abdul Aziz Dahlan (et.el), Ensikopledi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2996), 740. 

        16 Al-Qur‟an, 49:10. 
17 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, Hukum Perjanjian Dalam 

Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 26. 
18 M. Abdul Majid, et al, Kamus Istilah Fiqih cet ke-4 (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1994), 328. 
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penghapusan tanggungan secara total oleh pihak pemegang hak; 

ishlâh lebih dipahami sebagai bagian inti dari proses tahkîm, bukan 

sebagai lembaga penyelesaian sengketa; sementara „afw adalah 

penyelesaian sengketa dengan cara meminta dan memberi maaf 

dari para pihak yang bersengketa dan menjadi bagian dari 

perdamaian.di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga 

sebagai penengah.
19

 

Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya 

tahkim yaitu orang yang mereka sepakati dan tunjuk sebagai 

seorang hakam untuk menyelesaikan sengketa.
20

 Tahkim berasal 

dari bahasa arab yang artinya menyerahkan putusan pada seseorang 

dan menerima putusan itu. Selain itu tahkim digunakan sebagai 

istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk 

mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Tahkim 

dimaksud untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang 

terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang 

hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap 

netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang 

bersengketa.  

Pengadilan Agama menangani perkara perceraian, 

sebagaimana amanat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketika kedua 

belah pihak pada sidang pertama perkara perceraian hadir di 

persidangan, maka hakim memerintahkan kedua belah pihak 

tersebut untuk melakukan mediasi yang dibantu oleh seorang 

mediator. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

                                                             
19 Ibid,.  
20 Tahkim adalah menjadikan sebagai hakam. Berlindungnya dua pihak yang 

berperkara kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima 

keputusannya untuk menyelesaikan perperkaraan mereka, berlindungnya dua pihak 

yang berperkara kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk 
memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Lihat 

Ibid.,1750. 
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Mediasi menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) 

Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara 

pihak-pihak dengan bantuan mediator. Adapun tujuan dari mediasi 

tersebut adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara demi 

tercapainya sebuah perdamaian bagi kedua belah pihak yang 

berperkara. 

Seyogyanya mediasi dilakukan secara langsung dalam satu 

tempat yang sama dan dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat/ 

Pemohon dan Tergugat/ Termohon). Namun kondisi Indonesia saat 

ini sedang mengalami masa pandemi Covid-19 yang belum 

kunjung mereda dan pemerintah Indonesia pun melaksanakan 

berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran koronavirus tersebut. 

Beberapa upaya pemerintah tersebut diantaranya adalah 

melaksanakan lockdown berupa pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB) dan juga pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM). Upaya-upaya tersebut berarti membatasi mobilisasi 

masyarakat untuk keluar ataupun masuk ke daerah-daerah yang 

diberlakukan PSBB atau PPKM tersebut.  

Hal ini dapat mempengaruhi kehadiran para pihak khususnya 

pihak Tergugat/ Termohon. Salah satu pihak dengan berat hati 

tidak dapat hadir dalam proses mediasi tersebut dan diwakilkan 

oleh kuasanya, sehingga mediator tidak dapat bertemu secara 

langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan yang 

bersangkutan. Akibatnya proses mediasi berjalan dengan tidak 

maksimal. 

Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi, seorang yang 

berjarak jauh sudah bisa saling berbicara dan bertatap muka 

melalui media teknologi. Melalui teknologi internet dan 

menggunakan media smartphone yang memiliki berbagai fitur 

komunikasi, sehingga proses komunikasi antara manusia dengan 

manusia maupun dengan sebuah lembaga menjadi lebih mudah.  

Maka untuk mengatasi hambatan tersebut dan memudahkan 

pelaksanaan proses mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan keringanan 

bagi seseorang yang tidak dapat hadir dalam proses tersebut. 



 

 

9 

PERMA ini menjelaskan mengenai mediasi dapat dilaksanakan 

baik secara langsung maupun secara audio visual/virtual. 

Ketentuan tersebut sangat relevan dengan keadaan di masa 

pandemi seperti ini.  

Mediasi pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 75 kali yang 

sebagian besar dilaksanakan secara tatap muka dan hanya sebagian 

kecil saja mediasi yang dilakukan dengan bantuan pemanfaatan 

teknologi (virtual).  Penggunaan atau pemanfatan teknologi ini 

utamanya dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama 

menimbulkan beberapa kemaslahatan. Kemajuan dan kecanggihan 

teknologi komunikasi yang bisa membantu para pihak 

melaksanakan perdamaian semaksimal mungkin sangat membawa 

dampak baik (maslahat). Selain terjamin terlaksananya upaya 

perdamaian, maslahat tersebut tidak hanya dirasakan oleh para 

pihak, tetapi juga untuk mediator tersebut yaitu untuk menghindari 

kontak secara langsung masa pandemi ini.  

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, 

maka peneliti berkeinginan meneliti permasalahan tersebut dalam 

skripsi yang berjudul, “Penerapan Mediasi Virtual dalam Perkara 

Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektsif Maslahat (Studi di 

Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)”. 

 

C. Fokus Penelitian  

Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan mediasi dalam 

perkara perceraian yang dilakukan secara virtual di Pengadilan 

Agama Gedong Tataan dan dalam perspektif maslahat, tingkat 

keberhasilan mediasi yang dilakukan secara virtual tersebut.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dengan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian 

pada masa pandemi yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Gedong Tataan? 



 

 

10 

2. Bagaimana persfektif maslahat tentang penerapan mediasi 

virtual dalam perkara perceraian pada masa pandemi yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui penerapan mediasi virtual dalam perkara 

perceraian  pasa masa pandemic yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Gedong Tataan. 

2. Untuk mengetahui persfektif maslahat tentang penerapan 

mediasi virtual dalam perkara perceraian pada masa pandemi 

yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut :  

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 

kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan 

diskusi bagi para mahasiswa fakultas syari‟ah maupun 

masyarakat khususnya berkaitan tentang mediasi virtual yang 

dilakukan pada masa pandemi (Covid-19) perspektif maslahat. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat 

bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang 

mediasi virtual yang dilakukan pada masa pandemi (Covid-19) 

perspektif maslahat.   

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain 

yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan peneliti 

ini antara lain:  

1. M. Natsir Asnawi, Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 6 No.3, 

November 2017, yang berjudul “Urgensitas Pendekatan 

Psikologi 
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Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan”. Artikel ini 

membahas tentang bagaimana peran para hakim mediator yang 

mana seringkali tidak memperhatikan aspek psikologis para 

pihak. Aspek psikologis sering dilupakan atau diabaikan oleh 

hakim mediator sehingga proses mediasi yang dijalani lebih 

sebagai formalitas belaka. Implikasinya, selain presentase 

keberhasilan mediasi yang rendah, para pihak cenderung gagal 

mengenali akar masalah dalam sengketanya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan pendekatan 

psikologis dalam pelaksanaan mediasi dan implikasinya 

terhadap hasil mediasi serta pemahaman para pihak mengenai 

akar masalah dengan persengketaanya mereka.
21

 Dalam sisi 

perbedaannya penulis akan membedakan dari sisi pelaksanaan 

mediasi nya yakni dengan cara mediasi online. 

2. Nasruddin, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 

Penelitian Disertasi yang berjudul ”Analisis Implementasi 

Mediasi Persfektif Hukum Islam Dan PERMA NO 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Di 

Peradilan Agama Provinsi Lampung) 2019. Penelitian disertasi 

ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). 

Dengan melihat fenomena yang berkaitan dengan prosedur 

mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di 

Peradilan Agama Provinsi Lampung. Dalam sisi perbedaannya 

penulis membedakan dari sisi pelaksanaan mediasi secara 

online.
22

 

3. Perdana Nur Ambar Setyawan, Program Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penelitian tesis yang berjudul 

“Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syari‟ah Di Pengadilan Agama Bantul”, 2020. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang 

bersifat kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam 

                                                             
21 M. Natsir Asnawi, “Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan 

Mediasi Di 
Pengadilan,” (Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2017).  

22 Nasarudin“Analisis Implementasi Mediasi  Persfektif  Hukum Islam Dan 

PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”  ( Pascasajarna 

UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019). 
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penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode data yang 

digunakan untuk mendeskriptifkan dan menggambarkan 

terhadap peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syari‟yah.
23

 Dalam mengenai perbedaannya, penulis 

membedakan dari sisi penyelesaian perkara perdata, yakni 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. 

4. Mukasana Pasaribu, “Mashalah” dan Perkembangannya Sebagai 

Dasar Penetapan Hukum Islam”.
24

 Dalam kesimpulannya 

Kedudukan maslahah mursalah merupakan bagian dari syariat, 

yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut 

dalam nash secara tekstual secara substansial dihajatkan oleh 

manusia dalam membangun kehidupan mereka. 

Berdasarkan kajian-kajian yang telah disebutkan di atas, maka 

penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini mengenai Penerapan mediasi virtual 

dalam perkara perceraian pada masa pandemi persepktif maslahat 

(Studi di Pengadilan Agama  Gedong Tataan kelas II ) oleh karena 

itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji 

secara mendalam.  

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah penelitiaan lapangan (Field 

Research), yaitu jenis penelitian yang langsung terjun ke 

lapangan.
25

 Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang 

                                                             
23 Perdana Nur Ambar Setyawan, “Signifikansi Peran Mediator Dalam 

Penyelesaian 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul” (Pascasajana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2020). 
24 Jurnal Mukasana Pasaribu, “ Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar 

Penetapan Hukum Islam,”(Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014). 
25 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media), 35. 
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diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
26

 Dalam hal ini data 

dan informasi bersumber dari Pengadilan Agama Gedong 

Tataan. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik 

yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data 

kemudian disimpulkan.
27

 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penyusunan skripsi ini berlokasi di Pengadilan 

Agama Gedong Tataan, Jalan Cokro Suwarno Nomor 5, 

Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung 35366, yang mana berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 

tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek 

penelitian. populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elmen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi 

sasaran penelitian.
28

 Popiulasi dalam penelitian ini yaitu 75 

perkara mediasi yang di dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tahun 2021.  

b. Sampel  

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah bagian dari 

populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili 

populasinya.
29

 Sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling, Penentuan sample teknik ini dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sampel. 
30

 Tujuan penelitian 

                                                             
26 Lexy Moleong, Metode penelitian Kualitatif,(Bandung: PT Remaja Roska 

Karya, 2000), 212. 
27 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : Kencana, 2010), 147.  
28 Juliansyah, Metode Penelitian, (Jakarta : Kencana,2010),147.  
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuanitataif, 

Kualitatif, dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2015), 215. 
30 Juliansyah, Metode Penelitian, 155.   
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ini menggunakan sampel adalah untuk memperoleh 

keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya 

mengamati sebagaian saja dari populasi yang besar 

jumlahnya. Sampel pada penelitian ini yaitu  proses perkara 

mediasi virtual yang di selenggarakan di Pengadilan Agama 

Gedong Tataan. Dalam hal ini sampel penelitian mediasi 

dengan jumlah 75 perkara di tahun 2021, 72 yang berhasil di 

mediasi dan 3 yang tidak berhasil dimediasi yang ditangani 

oleh hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan.  

5. Sumber Data  

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyususnan proposal 

skripsi ini terdiri dari sumber data primer sukender, dan tersier 

yaitu:  

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun 

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian 

di olah oleh penelitian.
31

   Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah hakim mediator Pengadilan Agama 

Gedong Tataan yang pernah melakukan mediasi perkara 

perceraian secara virtual yaitu hakim Muhammad Fauzan 

S.Sy, Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI. dan Widya Alia, 

S.H.I.  

b. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber 

data primer berupa buku-buku dan literatur tentang 

perkawinan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 

Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya.   

6. Metode Pengumpulan Data  

a. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang 

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langusng 

                                                             
31 Suharsimi  Ari Kunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta : Rinika  Cipta,2002), 107. 
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mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
32

 

Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah hakim 

mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan yang pernah 

melakukan mediasi perkara perceraian secara virtual. 

b. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data 

dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa 

berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.  

7. Metode Pengolahan Data  

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk 

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan 

hukum tertulis tersebut untuk memudahkan perkerjaan dan 

kontruksi.
33

 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah 

selesai/relevan dengan masalah.  

b. Penadaan data (coading) yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature 

atau dokumen) pemegang hak cipta atau urutan rumusan 

masalah.  

c. Rekontruksi data (reconstruction) yaitu penyusunan data 

secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.  

d. Sistematisasi data  ( systematizing) yaitu mengelompokkan 

data dengan menggunakan sistematika bahasa yang 

berdasarkan denan urutan permasalahan.  

8. Metode Analisis Data  

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang 

berupa kata-kata untuk menganalisis data dilakukan secara 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat 

                                                             
32 Cholid Naruko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara 2017), 63.  
33 Bambang Sunggono,MetodologiPenelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada 2016),186.  
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dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan 

metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari 

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik 

generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.
34

Dengan 

metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang 

telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada analisa, 

sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di 

dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang 

diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data-data 

tersebut akan dianalisis dengan baik dan untuk selanjutnya 

diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang 

berkaitan.  

 

I. Sitematika Pembahasan  

Untuk  mempermudah  penyusunan  Pembahasan  dalam  

penelitian  ini memberikan  gambaran  yang  terdiri  dari    lima 

bagian  bab  dengan  perincian  sebagai berikut:  

BAB I :  Pendahuluan, menjelaskan secara umum gambaran 

latar belakang permasalahan, Fokus permasalahan, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat 

penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

Metode penelitian, Sistematika pembahasan.  

BAB II  :  Merupakan landasan awal dalam penelitian yang 

menerangkan tentang  kajian  terhadap  penelitian  

terdahulu,  dan  poin  selanjutnya menerangkan  

tentang  permasalahan  seputar  mediasi,  yang  

meliputi pengertian  mediasi,  perceraian  dan  hal-hal  

yang  berhubungan  dengan mediasi. 

 BAB III :  Pada  bab  ini  berisi  tentang  Deskripsi Objek 

Penelitian yang  akan digunakan peneliti untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meliputi 

Gambaran Umum Pengadilan agama, Sejarah 

Pengadilan Agama, Visi dan Misi, Tugas dan 

                                                             
34 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I, Penerbit Fakultas Psikologi 

,(Yogyakarta: UGM, 1983), h. 80.  
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Wewenang, Daftar Pegawai Pengadilan Agama, Data 

Hasil Penelitian di Pengadilan Agama. 

BAB IV :  Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan 

tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti di lapangan.  

BAB V :  Memuat kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang dirumuskan  dan  juga  saran-saran 

yang  berhubungan  dengan  topik pembahasan  dalam  

penelitian  ini  secara  menyeluruh,  dan  selanjutnya 

ditutup dengan kata penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan, dapat 

disimpulkan, Bahwa : 

1. Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan telah 

dilaksanakan sejak dahulu sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi, Pada penerapan mediasi virtual ini di Pengadilan 

belum berjalan dengan baik, banyaknya faktor yang 

menyebabkan mediasi virtual dilakukan. Salah satu faktornya 

karena Penggugat ataupun Tergugat berada di luar kota yang 

mengharuskan mediasi dilakukan secara virtual (dimasa 

pandemi). Kendala yang terjadi saat mediasi virtual di 

Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah koneksi sinyal yang 

tidak stabil. Mediasi juga difungsikan untuk para pihak yang 

berperkara sehingga diharapkan para pihak dapat 

mengurungkan niatnya melakukan perceraian. Namun di masa 

pandemi saat ini, mediasi virtual di Pengadilan Agama 

Gedong Tataan sangat diuntungkan karena masyarakat dapat 

berkomunikasi secara virtual, sehingga pihak yang tidak hadir 

secara fisik dapat mendengarkan mediasi tersebut. Jarak tidak 

menjadi alasan untuk ketidakhadiran seseorang. 

2. Bahwa Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak  

mengeluarkan SEMA 1 tahun 2020 yang salah satunya 

mengatur sistem persidangan secara online, SEMA 1 tahun 

2020 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu pada 

asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (salus 

populi suprema lex esto). Untuk tujuan keselamatan para 

pencari keadilan, hal ini sangat relevan dengan Pendekatan 

penyelesaian sengketa Persfektif Maslahat dimasa pandemi. 

Terutama minimnya jumlah pertemuan fisik guna memutus 

rantai penyebaran Covid-19 dan memaksimalkan waktu dalam 

penyelesaian perkara mediasi karena fleksibilitas mediasi 
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virtual tersebut. Mediasi yang dimaksimalkan tentu akan 

menghasilkan quick result sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan bisa menyelesaikan perkara dalam waktu 

singkat. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan, Kemudian 

Penulis merekomendasikan beberapa hal. Hal–hal yang perlu 

diperbaiki dalam pelaksaaan Penerapan Mediasi Virtual dalam 

proses penyelesaian perkara perceraian  yang di lakukan di 

Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah sarana dan prasarana 

yang perlu di tingkatkan baik yang tersedia di Pengadilan maupun 

kesediaan sarana dan prasarana para pihak yang bersengeketa di 

Pengadilan Agama gedong tataan, mengingat seringkali menjadi 

permasalahan pokok adalah berkenaan dengan ketersediaan 

jaringan Internet yang menghambat kelancaran proses Penerapan 

Mediasi Virtual dalam proses penyelesaian perkara perceraian  

yang di lakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan. 

Berdasarkan penelitian juga penulis merekomendasikan agar 

adanya pelatihan yang berkelanjutan terhadap mediator yang ada di 

pengadilan agama gedong tataan, berkaitan dengan pemahaman 

asas kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa, agar proses 

mediasi secara virtual yang di lakukan dapat berjalan evektif, 

menjadikan Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak hanya 

memutus perkara yang ada melainkan mampu menyelesaikan 

sengketa yang terjadi di antara para pihak. 
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